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BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR %8 TAHUN 2015
TENTANG

JRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 24 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 2 ayat (1) dan ayat
: (2) Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota,
menyatakan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota, dan pendanaan kegiatan
pemilihan mengikuti tahapan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
dimaksud;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di
atas dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota, maka guna penyesuaian dan untuk
menjamin kepastian hukum dipandang perlu untuk
mengubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sintang;

c. bahwa ..
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c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Sintang;

. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Mcngingat Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahuq
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il 1?1
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

U.ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyeleggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

15. Peraturan ...
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 te_nttz;nhg
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintan,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemermtahgn
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006
N_Omor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3);

23. Peraturan ...
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03, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

04, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINTANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015
Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3
diperuntukkan kebutuhan, yaitu:

a. Honorarium Penyelenggaran Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati di Kabupaten (KPU dan
Sekretariat KPU Kabupaten);

b. Honorarium Panitia Pengawas dan Sekretariat
Panwas Kabupaten dan Kecamatan;

C. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten
dan Kecamatan;

d. Honorarium PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan
Sekretariat PPS serta KPPS;

€. Honorarium Petugas Pemuthakiran Data
Pemilih;

f. Pengadaan . _
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f. Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dart:
1) barang pakai habis;
2) bahan/material;
3)jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan
audit dan advokasi hukum;
4) bahan percetakan;
5) bahan bakar minyak (BBM) kendaraan;
6) sewa rumah/gedung/gudang;
7) sewa sarana mobilitas;
8) perlengkapan, peralatan dan makanan
minuman;
9) perjalanan dinas;
10) pendistribusian surat suara;dan
11) verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan.

Untuk Honorarium sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dapat diberikan sepanjang tidak
duplikasi dengan uang kehormatan berdasarkan
Keputusan KPU.

Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Standar harga satuan kebutuhan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Standar penetapan penghitungan kebutuhan
pengadaaan barang dan jasa Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sintang untuk Belanja Hibah kepada
KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran Il dan Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dibayarkan sejak tahapan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati dilaksanakan dan diperhitungkan
pembayarannya  sejak  yang  bersangkutan
melaksanakan tugas.

(8) Standar .
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(8) Standar harga satuan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak
diatur di dalam Peraturan Bupati ini, mengacu
pada Peraturan Bupati tentang standar harga
satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Sintang.

(9) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Komisioner
KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten
dilaksanakan setara Eselon II1 dengan
mempedomani Peraturan Bupati Sintang tentang
Standar biaya perjalanan dinas di Lingkungan
pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran
2015.

2. Ketentuan Pasal 25 ditambah ayat (2) dan ayat (3),
sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1
Januari 2015.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka
Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2015
masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal
yang tidak diatur dalam Peraturan ini

3. Lampiran I, Lampiran 1l dan Lampiran IV Peraturan
Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Sintang (Berita Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 24) diubah
sehingga Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal I] ...
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Pasal IT

o Bupati berlaku sejak tanggal diundangkan,
qur
perd , ,
:ap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
M se;)i Jengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

gupat

Dyetapkan di Sintang

: i Sintang
piundangkan di
pada tanggal 7 Seprember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

A \ml ~
”
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 58
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N BUPATI SINTANG
, :PERJggRA: %8 TAHUN 2015
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